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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
xi 
 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ِ Ha h Ha 
ء hamzah ʼ Apostrof 
ى Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘا fatḥah a A 
ؘا kasrah i I 
ؘا ḍammah u U 
xii 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat  
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ؘٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ََفْيَك: kaifa 
ََلْوَه:haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ؘى ... | ؘا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
ؘو dammah dan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
ََتاي  : māta 
يَيَر  : ramā 
ََمْيِل    : qīla 
 َتْوًَي : yamūtu 
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4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhirdengantā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْوَرؘَاﻷ:ََِلاَفْط rauḍah al-aṭfāl 
ةَهِضافْناَ  َةَُْيَِد ًَ َنا: al-madīnah al-fāḍilah 
ََََََََََََة ًَ ْكِحَنا: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddahatautasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd( َ َّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberitanda syaddah. 
Contoh: 
ََاُ بَر  : rabbanā 
ََاُْي  جَ  : najjainā 
 َكَحَنا : al-ḥaqq 
ََى ُّعَ   : nu“ima 
 َو  دَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī 
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Contoh: 
 َِيهَع    : ‘Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly) 
 َيبَرَع : ‘Arabī (bukan‘Arabiyyatau‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
 َص ًْ  شَنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةنَسن  سَنا : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
ةَفَسَْهفَنا  : al-falsafah 
ََدهبَنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ٌََ ْو  رْيأت : ta’murūna 
 َعْو َُنا    : al-nau„ 
 َءْيَش    :syai’un 
َِيأ َتْر  : umirtu 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
FīẒilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
َِاللَ  ٍ يِدdīnullāhَِِللابbillāh 
Adapuntā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepadaLafẓ al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللَِة ًَ حرَِْيفَْى هhum fīraḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
WamāMuḥammadunillārasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi Bakkatamubārakan 
SyahruRamaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
AbūNaṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) danAbū 
(bapakdari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
xvii 
 
 Abū al-WalīdMuḥammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu) 
NaṣrḤāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, 
NaṣrḤāmidAbū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahūwata‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA : RINI ALFIANI SYAMRAH 
NIM : 10300113202 
JUDUL : PELAKSANAAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA  
USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR MENGENAI 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM 
 
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kompetensi  absolut Peradilan 
Tata Usaha  Negara (PTUN) Makassar dalam penyelesaian sengketa tanah dalam 
perspektif hukum Islam dengan pokok masalah penelitian ialah untuk mengetahui 
sejauh mana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian 
sengketa tanah dan untuk mengetahui kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam (apakah 
telah sesuai dengan hukum Islam atau belum sesuai dengan hukum Islam atau 
syariat). 
Jenis penelitian ini ialah empiris yuridis dengan lokasi penelitian di Peradilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.Pada penelitian ini digunakan pendekatan 
penelitian berupa pendekatan yuridis, sosiologis dan syar’i. Untuk memperoleh data 
yang nantinya akan diolah sehingga memperoleh informasi bersumber dari data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan 
dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Dalam 
pengumpulan data primer dan sekunder dibutuhkan instrumen penelitian berupa 
alattulismenulis, pedoman wawancara dan handphone sebagai alat dokumentasi. 
Setelah data diperoleh selanjutnya diedit dan koding serta dianalisis dengan deskriptif 
kualitatif untuk memperoleh informasi yang merupakan hasil penelitian. 
Hasil penelitian ini ialah;kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam penyelesaian sengketa tanah dalam hal terjadi cacat administratif dalam 
pengeluaran sertifikat atas tanah oleh BPN; dan kompetensi absolute Peradilan Tata 
Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tanah telah sesuai dengan hukum Islam 
berdasarkan dalil maṣlahah mursalah, karena penyelesaian sengketa lebih efektif dan 
efisien dengan terdapatnya pembagian kerja berdasarkan kompetensi atau 
kemampuan hakim atau badan peradilan. 
Implikasi pada penelitian, diharapkan sosialisasi oleh praktisi maupun 
akademisi tentang kompetensi absolut badan peradilan, terkhusus Peradilan Tata 
Usaha Negara sehingga gugatan tidak diterima dapat diminimalisir dan diharapkan 
pula untuk setiap peneliti hukum khususnya yang beragama Islam agar mengawal 
pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia demi selarasnya hokum dengan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya adalah nilai-nilai Islam 
dari agama yang diakui di Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial karena memiliki kecenderungan untuk 
hidup bersama, berkumpul, dan berinteraksi. Kecenderungan tersebut terbentuk 
karena manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tertentu demi keberlangsungan hidupnya. 
Proses berinteraksi antar manusia, bertemu berbagai kepentingan. 
Kepentingan tersebut kadang berkesesuaian dan kadang bertentangan. Kepentingan 
yang berkesesuaian merupakan pendukung dalam interaksi sosial sedangkan 
kepentingan yang bertentangan merupakan penghambat dalam berinteraksi sosial. 
Agar pendukung dalam interaksi sosial dapat tercapai dan penghambat dalam 
interaksi sosial dapat dihindarkan atau terselesaikan maka dibutuhkan kaidah-kaidah. 
Kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah-laku 
atau perilaku yang diharapkan.
1
 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya 
kaidah-kaidah maka manusia akan memiliki batasan-batasan dalam bertingkah laku 
dengan manusia lainnya. Batasan tersebut bertujuan untuk mempertahankan agar 
kepentingan yang berkesesuaian dapat terwujud atau tetap ada dan sebagai alat untuk 
menghindari atau menyelesaikan kepentingan yang bertentangan dalam interaksi 
sosial. 
                                                             
1
Marilang, dkk., Buku Daras Pengantar Ilmu Hukum (Makassar: Alauddin Press, 2006), h. 
27. 
2 
 
Kaidah-kaidah dalam masyarakat ada berbagai macam yaitu kaidah agama, 
kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Kaidah agama adalah 
peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal 
dari Tuhan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara 
hati sanubari manusia yang berupa bisikan kalbu sebagai pedoman dalam sikap dan 
perbuatan. Kaidah kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan 
segolongan manusia. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa 
dan mempunyai sanksi tegas yang dibuat oleh penguasa Negara.
2 
Berdasarkan ke-empat kaidah tersebut kaidah hukum yang paling efektif 
untuk mempertahankan faktor pendukung dalam interaksi sosial dan menghindari 
atau menyelesaikan faktor penghambat dalam interaksi sosial. Agar hukum tersebut 
dapat diterapkan dalam interaksi sosial atau kehidupan bermasyarakat maka 
dibutuhkan penegak hukum dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Penegak 
hukum tersebut adalah Negara. 
Kebanyakan Negara pada abad ke-20 mengakui bahwa mereka menganut 
konsep Negara hukum. Menurut M. Tahir Azhari
3
 konsep Negara Hukum ada 5 
macam yaitu, nomokrasi Islam, rechstaat, rule of law, socialist legaliti, dan negara 
hukum Pancasila. 
Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila, karena Pancasila 
merupakan rumusan filsafat negara. Pancasila sebagai filsafat negara dapat dipahami 
                                                             
2
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h. 4-5. 
3
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed. Revisi (Cet. IX; Jakarta: 
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sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam pembangunan hukum 
nasional. 
Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam pembangunan dan 
penegakan hukum Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif, dan 
nilai itu menjadi motivasi atau pendorong dalam pembangunan dan penegakan 
hukum di Indonesia. 
Untuk membangun dan menegakkan hukum nasional maka diperlukan 
kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan independent untuk 
menyelenggarakan hukum demi keadilan. 
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, 
Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
4
 
Setiap badan peradilan memiliki wewenangnya masing-masing, sedangkan 
Mahkamah Agung adalah puncak dari semua badan peradilan. Peradilan Umum 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara perdata dan sipil bagi 
semua penduduk warga Negara maupun warga asing, Peradilan Agama berwenang 
menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata yang 
meliputi perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf terkhusus bagi orang-orang 
beragama Islam, Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri, dan Peradilan Tata Usaha 
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Negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus  suatu perkara yang 
berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara.
5
 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dibentuknya lembaga 
Peradilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan wewenang yang 
telah diberikan oleh Undang-Undang. 
Salah satu sengketa yang sedang marak adalah sengketa tanah. Pada tahun 
2015 kasus sengketa tanah berjumlah 252 kasus dan pada tahun 2016 mencapai 450 
kasus, dengan luas wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang 
tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
6
 Dalam kurun waktu satu tahun jumlah kasus 
sengketa tanah meningkat hampir mencapai dua kali lipat, diperkirakan sekitar 205 
kasus sengketa tanah yang masuk dalam ranah peradilan di sepanjang tahun 2016. 
Sengketa tanah ditangani oleh setiap badan Peradilan terkecuali Peradilan 
Militer yang hanya menerima perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri. 
Sengketa tanah yang masuk dalam ranah pengadilan harus sesuai dengan jenis 
perkara yang diajukan dalam sengketa tanah tersebut. Sengketa tanah yang masuk 
dalam ranah Pengadilan Umum terkait dengan penyelesaian sengketa hak milik atas 
tanah sengketa, sengketa tanah yang  masuk dalam ranah Pengadilan Agama terkait 
dengan sengketa pembagian warisan, sedangkan sengketa tanah yang masuk dalam 
ranah Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara 
yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. 
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Salah satu contoh kasus sengketa tanah yang terjadi di Peradilan Tata Usaha 
Negar dengan No. putusan 79/G/2015/PTUN.Mks, tantang duduk perkaranya yaitu 
sengketa yang terjadi di Jalan Sungai Saddang Baru No. 18 G, kel. Maricaya Baru, 
Kec. Rappocini, Kota Makassar, sengketa tanah yang terjadi antara St. Diza Rasyid 
Ali dengan Kepala Kantor Pertanahan Nasional. Sengketa tersebut terjadi karena 
adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan St. Diza Rasyid Ali 
dengan No. Sertifikat 20542/Kelurahan Marcaya Baru, penerbitan sertifikat tanggal 
27 Oktober 2011 dengan surat ukur No. 00592/2011 tanggal 10 oktober 2011, luas 53 
m
3 
atas nama David Limbunan sebagai pemegang hak pertama dan Muhammad Saleh 
Daeng Sewang sebagai pemegang hak terakhir atas tanah dan bangunan milik St. 
Diza Rasyid Ali yang diperoleh melalui proses jual beli antara PT. Bank Internasional 
Indonesia (BII) Tbk berdasarkan akta jual beli No. 99/2012 tanggal 18 Maret 2012 
yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Makassar Hendrik Jaury, S.H., 
M.H. dan telah diproses balik nama secara sah menurut prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, dengan sertifikat hak milik No. 865/20271 tanggal 18 gustus 1992 dengan 
surat ukur No. 1152/1992 atas nama St. Diza Rasyid Ali. 
Kasus tersebut sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar 
dalam proses perkara perdata, pada saat pengajuan dan pemeriksaan alat bukti kuasa 
hukum dari Muhammad Saleh Daeng Sewang memperlihatkan sebuah Sertifikat Hak 
Milik No. 20543 atas nama David Limbunan sebagai pemegang hak pertama dan 
Muhammad Saleh Daeng Sewang sebagai pemegang hak terakhir atas tanah. 
Sehingga kasus tersebut diajukan kembali ke Peradilan Tata Usaha Negara Makassar 
dikarenakan Sertifikat yang dimiliki oleh Muhammad Saleh Daeng Sewang di atas 
tanah bersertifikat hak milik St. Diza Rasyid Ali. 
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Dalam penelitian ini akan ditekankan pada Kompetensi absolut Peradilan 
Tata Usaha Negara mengenai sengketa tanah. Selain itu akan dibahas pula mengenai 
sengketa tanah dalam pendekatan hukum Islam. 
Dalam pendekatan hukum Islam yang maksudnya ialah apakah kompetensi 
absolut Peradilan Tata Usaha Negara sudah sesuai atau belum sesuai dengan hukum 
Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anfāl/8: 1. 
 
 ُعيِطَأَو ْمُكِنْي َب َتاَذ اوُحِلْصَأَو َوَّللا اوُقَّ تَاف ِلوُسَّرلاَو ِوَِّلل ُلاَف ْنلأا ِلُق ِلاَف ْنلأا ِنَع َكَنوَُلأْسَي َوَّللا او
( َينِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ َُولوُسَرَو١ ( 
Terjemahnya: 
  
“Mereka menanyakan kepada (Muhammad) tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: “harta rampasan perang itu milik Allah dan 
Rasul”, maka bertakwlah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara 
sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu orang-orang yang 
beriman”.7 
Ayat di atas menjelaskan tentang kisah perjuangan kaum muslimin dan sifat 
sebagian dari mereka yang didekatkan Allah  ke sisi-Nya, yang atas izin Allah swt. 
telah berhasil mengalahkan kaum musyrikin dengan dipimpin oleh Rasulullah saw. 
dalam perang badar. Dalam perang tersebut mereka memperoleh harta rampasan 
perang yang cukup banyak, bahkan mereka berselisih paham akan  pembagian harta 
tersebut, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah saw. tentang cara membagi 
dan siapa yang berhak atas harta tersebut. Maka Rasulullah saw. menjawab bahwa 
harta tersebut adalah milik Allah swt. maka yang berhak atas harta tersebut ialah diri-
Nya karena Allah swt. yang menganugerahkan kemenangan dan mengalahkan kaum 
musyrikin, Allah swt. memberi wewenang untuk membaginya sesuai petunjuk-Nya, 
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maka bertakwalah kalian kepada Allah laksanakan perintah-Nya dan tinggalkan 
larangan-Nya, baik yang diperintahkan secara langsung maupun melalui Rasul-Nya 
serta perbaikilah hubungan diantara kalian yang dapat menganugerahkan kemesraan 
dan kecintaan terhadap kalian.
8
 
Harta rampasan perang atau disebut pula dengan ganīmah merupakan harta 
yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir melalui perjuangan dan pertempuran. 
Ganīmah meliputi harta yang peroleh dari perang, tawanan, dan tanah yang 
pembagiannya ditentukan oleh syariat Islam. 
Itulah salah satu contoh kasus tentang sengketa tanah dalam Islam 
(Perselisihan tentang harta rampasan perang), pada penelitian ini diuraikan 
penyelesaian sengketa tanah yang relevan dengan masa sekarang yakni kaitannya 
dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penyelesaian 
sengketa tanah. Sehingga penelitian ini mengurai tentang kompetensi absolute 
peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tanah apakah telah sesuai 
dengan hukum Islam atau belum sesuai dengan hukum Islam 
Oleh karena banyaknya perkara sengketa tanah yang terjadi di kalangan 
masyarakat sehingga dalam perkara sengketa tanah seringkali terjadi kekeliruan 
dalam proses pengajuan gugatan oleh masyarakat, di mana kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap jenis sengketa tanah yang terjadi di kalangan masyarakat dan 
jenis sengketa yang dapat diadili oleh badan peradilan. 
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Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dalam 
Perspektif Hukukm Islam”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, mengenai kompetensi 
absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tanah. Maka 
pokok masalah penelitian ini yaitu, “Bagaimana Pelaksanaan Kompetensi Absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah 
dalam Perspektif Hukum Islam?” 
Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dianalisis ke dalam beberapa  
sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian 
sengketa tanah? 
2. Bagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa 
penyelesaian tanah dalam perspektif hukum Islam? 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berikut fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini, yaitu: 
Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Kompetensi Absolut Kompetensi absolut adalah 
kewenangan badan peradilan apa 
untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara (Pasal 18 UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman). 
2. Peradilan Tata Usaha Negara 
(PTUN) 
Peradilan Tata Usaha Negara 
merupakan badan peradilan yang 
berada di bawah lingkup Mahkamah 
Agung sebagai pelaksana kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan terhadap 
sengketa Tata Usaha Negara.
9
 
3. Sengketa Tanah Sengketa tanah adalah perselisihan 
yang terjadi antara dua pihak atau 
lebih yang merasa atau dirugikan 
pihak-pihak tersebut untuk 
penggunaan dan penguasaan hak atas 
tanahnya, yang diselesaikan melalui 
musyawarah atau melalui 
pengadilan
10
. 
4. Hukum Islam Hukum Islam adalah peraturan-
peraturan yang diambil dari wahyu 
dan diformulasikan dalam empat 
produk pemikiran hokum yakni fikih, 
fatwa, keputusan pengadilan dan 
Undang-Undang yang dipedomani dan 
diberlakukan oleh umat Islam di 
Indonesia.
11
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D. Kajian Pustaka 
Setiap badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung 
yang memiliki kompetensi absolut masing-masing. Salah satunya Peradilan Tata 
Usaha Negara terkhusus dalam penyelesaian sengketa tanah. 
Berikut akan diuraikan beberapa buku yang membahas atau terkait 
kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa 
tanah dalam perspektif hukum Islam, agar dapat diketahui perbedaan penelitian ini 
dengan buku-buku atau karya ilmiah yang diuraikan berikut. 
Dalam buku Pengantar Hukum Administrasi olehPhilipus M. Hadjon dkk, 
dijelaskan mengenai kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 
47 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata 
Usaha Negara timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai 
dengan Pasal 1 angka 4UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara,  keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan 
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata. Keputusan Tata 
Usaha Negara terbagi dua yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif 
positif dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif. Dalam buku ini 
hanya membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif 
sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Buku ini dilengkapi dengan  analisis contoh kasus kompetensi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.  
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Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh R. Wiyono, 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 47 UU 
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan  berwenang 
menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara akibat di 
keluarannya keputusan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 1 angka 4. Dijelaskan 
pula mengenai  tata usaha negara sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif 
berdasarkan pelaksanaan peraturan perundang-undanganterkait teori Trias Politika 
dari Montesquieu sesuai dengan Pasal 1 angka 1UU Nomor 5 tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam penyelesaian sengketa terkait dengan keputusan tata usaha negara yang 
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata. Dalam buku ini lebih menekankan kepada 
keputusan tata usaha negara mengenai sengketa kepegawaian dan keputusan tata 
usaha negara yang bersifat fiktif positif.  
Dalam buku Menyikap Tabir masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan 
Materi Ceramah oleh Rusmadi Murad, S.H., M,H., dalam buku ini dibahas mengenai  
masalah pertanahan terkait dengan tanah garapan yang pada hakikatnya masalah 
pertanahan merupakan perlakuan manusia pada tanah itu sendiri. Tanah yang 
mengandung aspek ideology, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan 
administrasi, sehingga penanganan dan penyelesaiannya harus didekati dengan cara 
dan metode yang komprehensif.. Tanah garapan pada umumnya tidak di atur dalam 
ketentuan-ketentuan UUPA tetapi dijelaskan menyangkut penggarap atau pemakai 
dalam hubungannya dengan pemilik tanah dalam pasal 24 UUPA. Penggarapan tanah 
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memiliki beberapa bentuk yaitu penggarapan di atas tanah negara dan penggarapan di 
atas tanah orang lain.  
Dalam buku Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Adrian Sutedi, sertifikat 
merupakan alat bukti yang kuat atau autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan 
kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna 
sepanjang belum ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik 
pemegang sertifikat dalam jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan 
gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum 
administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda 
karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran rumah. 
Sengketa sertifikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang 
dirugikan berupa tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh 
Pejabat Tata Usaha Negara dilengkungan Badan Pertanahan Nasional, pengajuan 
keberatan bertujuan pemilik sertifikat dapat menyelesaikan secara administrasi untuk 
mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Akibatnya sengketa sertifikat 
ganda kekuatan hukum sertifikat akan hilang. Untuk menyelesaikan sengketa 
sertifikat ganda ditempuh jalan musyawarah bila tidak ada kesepakatan dapat 
diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional, jika para pihak masih 
tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pada putusan 
Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada 
putusan Peradilan Perdata, kewenangan membatalkan atau mencabut suatu keputusan 
menjadi wewenang Kepala Kantor Pertanahan Nasional.  
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Secara umum buku ini menjelaskan tentang tujuan dikeluarkannya sertifikat 
hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kekuatan yuridis 
sertifikat hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia.  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudjatmiko dalam jurnal yang 
berjudul Penyelesaian Sengketa Akibat Diterbitkannya Sertifikat Tanah Berdasarkan 
Akta yang dibuat oleh PPAT, kedudukan akan tanah yang dibuat oleh PPAT terkait 
dengan penerbitan sertifikat oleh BPN adalah merupakan bukti telah dilakukannya 
suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah, yang selanjutnya tanah yang telah 
dihaki tersebut didaftarkan di kantor pertanahan setempat melalui Seksi Pendaftaran 
Tanah dan dengan berdasarkan pada ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, untuk 
kemudian setelah melalui mekanisme pendaftaran tanah maka akan diterbitkan 
sertifikat tanah oleh BPN dengan kata lain akta tanah yang dibuat oleh PPAT 
berkedudukan sebagai syarat awal bagi upaya penerbitan Sertifikat Tanah yang 
menjadi kompetensi BPN. 
Lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat 
diterbitkannya sertifikat tanah atas dasar akta yang dibuat oleh PPAT adalah 
Peradilan Umum apabila pokok gugatannya ditunjukkan kepada seseorang atau badan 
hukum privat yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian yang pembuatannya 
berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata, dan atau Peradilan Tata Usah Negara, apabila 
isi gugatannya mempermasalahkan sikap badan pertanahan nasional yang kurang atau 
tidak tepat dalam menetapkan hak atas tanah, yang hal ini bermula adanya kecacatan 
dalam klausul akta yang dibuat oleh PPAT sehingga berdampak pada proses 
penerbitan sertifikatnya.  
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Bentuk penyelesaian yuridis terhadap sengketa yang timbul akibat 
diterbitkannya sertifikat atas dasar akta dari PPAT, pada prinsipnya mengacuh pada 
bentuk penyelesaian sengketa menurut ketentuan Pengadilan Negeri ataupun 
Pengadilan Tata Usaha Negara, namun antara pengadilan Negeri dengan Pengadilan 
Tata Usaha Negara sehingga terkesan ada tumpang tindih kewenangan. (2012). 
Dalam buku Instrument Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht)dalam 
Konsolidasi Tanah oleh Yudhi Setiawan, tindakan pemerintah merupakan tanggung 
jawab atau tanggung gagat pejabat publik ketika menjalankan kebijakan-
kebijakannya, dalam hal apa suatu tindakan merupakan tanggung jawab pribadi, 
merupakan kesalahan jabatan atau kesalahan pribadi. Langkah yang ditempuh ketika 
terjadi sengketa antara pemilik tanah dengan pejabat publik ialah melaui peradilan 
umum ataupun peradilan tata usaha negara sesuai dengan jenis perkara atau sengketa 
yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.  
Dalam buku Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan oleh Hambali 
Thalib, dalam bukunya beliau mengemukakan tentang konflik pertanahan dan sanksi 
pidananya, namun hal yang sangat membedakan buku ini dengan buku-buku lainnya 
yaitu, buku ini menitikberatkan pada alternative penyelesaian konflik pertanahan di 
luar kodifikasi hukum pidana. 
Berdasarkan telaah terhadap buku-buku atau karya tulis ilmiah terdahulu 
yang membedakan dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian ini akan dibahas lebih 
mendalam tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai 
sengketa pertanahan. Selain itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yaitu, pada penelitian ini akan dilakukan kajian tentang 
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kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa pertanahan 
dalam perspektif hukum Islam. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berikut tujuan dan kegunaan penelitian tentang pelaksanaan kompetensi 
absolut Peradilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai penyelesaian sengketa 
tanah, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
Secara umum penelitian tentang pelaksanaan kompetensi absolut Peradilan 
Tata Usaha Negara Makassar mengenai penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif 
hukum Islam bertujuan untuk memberikan gambaran maupun penjelasan tentang 
pelaksanaan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan 
sengketa tanah menurut konsep negara hukum pancasila yang berlandaskan 
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun tujuan 
penelitian ini, yaitu: 
a. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara 
dalam penyelesaian sengketa tanah. 
b. Untuk mengetahui kompetensi absolute peradilan tata usaha negara dalam 
penyelesaian sengketa tanah apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau belum 
sesuai dengan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berikut kegunaan penelitian tentang analisis terhadap pelaksanaan 
kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai penyelesaian 
sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam, yaitu: 
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a. Kegunaan Teoretis 
1) Kontribusi teori mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara 
mengenai penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum nasional dan 
Islam. 
2) Menjadi bahan rujukan bagi peneliti yang akan meneliti tentang hal yang 
serupa dengan penelitian ini. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Memberi pemahaman bagi masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap 
sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat. 
2) Menjadi acuan bagi para praktisi dan aparat hukum dalam mengambil 
kebijakan dan mengambil tindakan dalam penyelesaian sengketa tanah 
3) Menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kompetensi 
absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penyelesaian sengketa tanah 
dalam perspektif hukum  Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Umum Kompetensi  Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara 
Competentie atau biasanya disebut dengan kompetensi adalah hak, kuasa. 
Misal hak untuk mengadili dari hakim.
12
 Kompetensi suatu badan pengadilan 
sangatlah penting. Karena dapat membantu  untuk mengetahui berwenang tidaknya 
suatu badan pengadilan mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa yang 
diajukan kepadanya. 
Kompetensi suatu badan peradilan untuk mengadili, dilihat dari segi jenis 
perkara atau objek sengketanya serta yuridiksi atau wilayah hukum suatu pengadilan, 
dapat dibedakan kedalam dua bagian, yaitu kompetensi absolute dan kompetensi 
relatif.  
Secara umum, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sedangkan kompetensi 
relatif adalah mengadili sengketa tata usaha negara berdasarkan daerah hukum tempat 
kedudukan tergugat atau yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 
Namun pada penelitian ini, akan ditekankan pada pengertian kompetensi 
absolut secara khusus dalam penyelesaian sengketa tanah. Berikut akan diuraikan 
tentang pengertian kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan tinjauan 
umum tentang sengketa tanah, sebagai berikut: 
 
 
                                                             
12
J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum (Cet. XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 28. 
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1. Pengertian Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara 
Pengertian kompetensi absul Peradilan Tata Usaha Negara menurut Para 
Ahli, sebagai berikut: 
a. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tugas dan wewenang 
peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha negara
13
 
b. kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terletak di bidang tata 
usaha negara
14
 
c. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan 
sengketa administrasi antara pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan 
pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga.”15 
d. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usah Negara memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: Yang bersengketa (pihak-pihak) adalah orang atau badan hukum perdata 
dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara; Objek sengketa adalah keputusan 
tata usaha negara yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 
pejabat tata usaha negara; Keputusan yang dijadikan objek sengketa itu berisi 
tindakan hukum tata usaha negara; Keputusan yang dijadikan objek sengketa 
konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 
atau badan hukum perdata
16
  
                                                             
13
R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed. II (Cet. III; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), h. 6. 
14
Nurul Qamal, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Cet. I; 
Makassar: Pustaka Refleksi, 2011), h. 25. 
15
Titik Triwuln Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum 
Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 580. 
16
SF. Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Ed. I (Cet. VI; 
Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 186-187. 
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e. Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara merupakan kewenangan untuk 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara bagi rakyat 
pencari keadilan.
17
 
f. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terbit di bidang Tata Usaha 
Negara.
18
 
Sehingga kompetensi absolute peradilan tata usaha negara adalah 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan 
dengan jenis perkara tata usaha negara. Adapun perkara yang pada umumya menjadi 
kompetensi absolut peradilan tata usaha negara menyelesaikan perkara pencemaran 
tata lingkungan, sengketa informasi publik, pemecatan terhadap pegawai negeri sipil 
dan lain sebagainya. 
2. Dasar Hukum Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam  Pasal 47 
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mengatur bahwa 
pengadilan bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Negara. Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata 
Usaha Negara. 
                                                             
17
 Victor Situmorang dan Soedibyo, Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara (Cet II; 
Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 25. 
18
 R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia 
(Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 148. 
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Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang 
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan 
ke Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan 
terhadap Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan putusan, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sehingga pihak tergugat dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di 
peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang 
dilimpahkan kepadanya oleh orang atau badan hukum perdata, berdasarkan Pasal 1 
angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sedangkan pihak penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata yang 
merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berdasarkan Pasal 
53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Hal yang dapat dituntut dalam persidangan Tata Usaha Negara ialah agar 
keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa 
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 
No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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Pernyataan bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal atau tidak 
sah dapat disertai tuntutan ialah pencabutan keputusan Tata Usaha Negara; 
pencabutan keputusan Tata Usaha Negara dan menerbitkan keputusan Tata Usaha 
Negara yang baru dan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan 
didasarkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Sengketa yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha 
Negara dapat berupa gugatan ditolak jika syarat formil dan materil tidak terpenuhi; 
gugatan dikabulkan jika syarat formil dan materil terpenuhi; gugatan tidak diterima 
jika syarat formil tidak dipenuhi dan gugatan gugur jika pihak penggugat tidak 
menghadiri sidang perdana dan sidang selanjutnya padahal telah di panggil secara 
layak, berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah 
Berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan 
bumi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan bumi ialah permukaan 
bumi, tubuh bumi di bawahnya dan yang berada di bawah air. 
Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai posisi yang 
strategis dalam kehidupan masyarakat yang bersifat agraris. Karena tanah sebagai 
tempat berlangsung hidup masyarakat, hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat melibatkan tanah dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu kebutuhan 
yang sangat penting bagi masyarakat ialah memiliki tempat tinggal atau rumah yang 
di dirikan di atas tanah atau sebidang tanah. Akan tetapi, seiring bertambahnya 
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jumlah masyarakat, kebutuhan akan tanah semakin meningkat yang mengakibatkan 
tanah tidak bertambah atau semakin berkurang.  
Meningkatnya kebutuhan akan tanah dan tidak bertambahnya ketersediaan 
tanah inilah yang menimbulkan berbagai macam permasalahan tanah dalam 
kehidupan masyarakat. Masalah tanah yang timbul dalam masyarakat ini akan 
berpotensi berkembang menjadi sengketa tanah. 
Sengketa tanah timbul dikarenakan adanya perbedaan atau benturan nilai 
(kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi 
pertanahan setempat, atau adanya benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada 
kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. 
Sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama-
sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah yang dapat mengakibatkan 
akibat hukum tertentu bagi para pihak. Sengketa tanah adalah perselisihan yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut 
untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 
musyawarah atau melalui pengadilan.
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Secara garis besar terdapat beberapa jenis sengketa tanah yang sering terjadi 
dikalangan masyarakat sebagai berikut: sengketa hak-hak atas tanah, sengketa tanah 
berkenaan dengan masalah perdata, sengketa tanah garapan, sengketa pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah berkenaan dengan hak ulayat 
masyarakat hukum adat.
20
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Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, h. 22. 
20
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Ed. 
Revisi (Cet. III; Jakarta: Buku Kompas, 2005), h. 11. 
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1. Sengketa Hak-Hak atas Tanah 
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa atas dasar hak 
menguasai dari negara kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dalam hukum Agraria 
Nasional, konsep hak-hak atas tanah dibagi dalam dua bentuk yaitu hak-hak atas 
tanah yang bersifat primer dan sekunder. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer 
yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, sedangkan 
yang termasuk hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu Hak Gadai, Hak 
Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
21
 
Berikut diuraikan tentang konsep umum tentang hak-hak atas tanah, yaitu: 
a. Hak Milik 
Pasal 20 ayat (1) UUPA, Hak milik merupakan  hak penuh, hak paling 
kuat yang bisa dimiliki atas tanah dan dapat diwariskan turun temurun. Hak milik 
atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak atau pemilik tanah 
dibanding dengan hak atas tanah lain serta dapat berlangsung lama sepanjang 
pemiliknya masih hidup dan dapat  dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang ahli 
warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
Hak Milik wajib di daftarkan sebagai alat pembuktian yang kuat 
berdasarkan Pasal 23 UUPA, pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas hak 
milik diterbitkan tanda bukti berupa sertifikat. Sertifikat menurut Pasal 1 angka 
20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah, 
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Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), 
h. 89. 
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adalah surat tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf (c) UUPA. 
Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UUPA, hak milik dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain. beralih maksudnya yaitu perpindahan hak milik atas 
tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum, 
contoh kewarisan. Adapun subjek hak milik yaitu perseorangan (hanya warga 
negara Indonesia) berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UUPA dan badan-badan hukum 
berdasarkan Pasal 21 ayat 2 UUPA. Badan-badan hukum yang dapat memiliki 
hak milik berdasarkan pasal 1 PP no 38 Tahun 1963 tantang penunjukan badan-
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah jo. Pasal 8 ayat (1) 
Permen Agraria/kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan 
pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, yaitu bank pemerintahan, 
badan keagamaan, dan badan social yang ditunjuk oleh pemerintah serta koperasi 
pertanian. 
Terjadinya hak milik berdasarkan pasal 22 UUPA dapat terjadi dengan 
tiga bentuk hak-hak yaitu, hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, 
hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan pemerintah, dan hak milik atas 
tanah terjadi karena ketentuan Undang-Undang. 
Hak milik wajib didaftarkan guna pembuktian yang kuat terhadap 
kepemilikan atas tanah berdasarkan pasal 23 UUPA. Pendaftaran tanah untuk 
pertama kalinya atas hak milik akan mendapatkan bukti berupa sertifikat.  
Selain itu penggunaan hak milik dapat pula digunakan oleh bukan 
pemiliknya. Pasal 10 UUPA pada dasarnya pemilik tanah berhak penuh 
menggunakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Namun 
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penggunaan hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan atau disunahkan oleh 
bukan pemiliknya, berdasarkan Pasal 24 UUPA. Tentunya penggunaan hak milik 
oleh bukan pemiliknya dibatasi oleh dan diatur dengan peraturan perundang-
undangan. 
Hak milik dapat dijadikan sebagai hak tanggungan. Menurut pasal 25 
UUPA hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
dengan hak tanggungan. Hak tanggungan maksudnya adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA. 
Hak milik dapat hapus berdasarkan pasal 27 UUPA karena beberapa 
factor yaitu, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan 
sukarela oleh pemiliknya; karena ditelantarkan; karena pemilik tanah tidak lagi 
memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hak milik atas tanah; dan arena peralihan 
hak milik atas tanah. 
b. Hak Guna Usaha 
Hak Guna Usaha diatur secara umum dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) 
UUPA. Sedangkan secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal34 
UUPA. Menurut Pasal 50 Ayat 2 UUPA, ketentuan lebih lanjut diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan pemerintah (PP No. 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai. 
Pengertian Hak Guna Usaha dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, 
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan serta perkebunan. Dan pada Ayat (2) dijelaskan mengenai luas 
tanah hak guna usaha bagi setiap perseorangan minimal 5 hektar dan maksimal 25 
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hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas, minimal 5 hektar dan maksimal 
ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
Dalam Pasal 30 UUPA disebutkan bahwa syarat subjek hukum yang 
dapat mempunyai Hak Guna Usaha yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI) dan 
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. Pada Pasal 3 PP No. 40 Tahun 1996, subjek hukum yang tidak 
memenuhi syarat-syarat tersebut dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika hal tersebut 
tidak dilakukan, maka hak guna usaha hapus karena hukum dan tanahnya menjadi 
tanah negara. 
Tanah Hak Guna Usaha pada dasarnya merupakan tanah negara, namun 
Hak Guna Usaha juga dapat merupakan hak milik seseorang dan oleh pemegang 
hak guna usaha wajib memberi ganti kerugian kepada si pemegang hak milik 
serta mengajukan permohonan pemberian hak guna usaha kepada Badan 
Pertanahan Nasional. Jika tanah merupakan kawasan hutan, maka tanah tersebut 
harus dikeluarkan statusnya sebagai tanah kawasan hutan, sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996. 
Menurut Pasal 6 PP No. 40 Tahun, hak guna usaha terjadi karena 
penetapan pemerintah, melalui permohonan pemberian hak guna usaha oleh 
permohonan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah 
ditentukan. Badan Pertanahan Nasional pun menerbitkan Surat Keputusan 
Pemberian Hak (SKPH). SKPH wajib didaftarkan ke kantor pertanahan 
kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah untuk terbitkan sertifikat 
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sebagai tanda bukti hak, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 PP No. 40 Tahun 
1996. 
Berdasarkan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996, hak Guna Usaha 
mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun serta dapat diperbaharui 
lagi paling lama 35 tahun. Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha selambat-
lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha. 
Sedangkan mengenai perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak guna usaha 
bagi pemegang hak guna usaha dijelaskan dalam 9 PP No. 40 Tahun 1996, yaitu 
tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan 
hak tersebut; syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh 
pemegang hak; dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 
hak. 
Kewajiban pemegang hak guna usaha berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PP 
No. 40 Tahun 1996 yaitu, membayar uang pemasukan kepada negara; 
melaksanakan hak guna usaha berdasarkan peruntukan dan persyaratannya; 
membangun prasarana atas tanah yang terdapat dalam lingkungan hak guna 
usaha; memelihara kesuburan tanah; mencegah kerusakan alam; dan menjaga 
kelestarian lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai hak guna usaha; 
menyerahkan  kembali tanah kepada negara setelah hapus hak guna usaha; dan 
menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala kantor 
pertanahan. 
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Pemegang hak usaha memiliki beberapa hak berdasarkan Pasal 14 PP 
No. 40 Tahun 1996, yaitu menguasai dan mempergunakan tanah untuk 
melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau 
peternakan.  
Pasal 15 PP No. 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha dapat dijadikan 
jaminan utang atau dibebani hak tanggungan. Adapun tata cara pembebanan Hak 
Guna Usaha dengan hak tanggungan yaitu: 
1) Adanya perjanjian utang piutang dengan akta notaries atau akta dibawah 
tangan sebagai perjanjian pokoknya 
2) Adanya penyerahan Hak Guna Usaha sebagai jaminan utang yang dibuktikan 
dengan Akta Pemberian Hak tanggungan (PPAT) sebagai perjanjian ikutan 
3) Adanya pendaftaran PPAT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak 
tanggungan. 
Hak tanggungan atas hak guna usaha hapus dengan hapusnya hak guna usaha, 
namun tidak menghapuskan utang piutang.
22
 
Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain 
berdasarkan Pasal 16 PP No. 40 Tahun 1996. hak guna usaha dapat berali dengan 
cara pewarisan, sedangkan hak guna usaha dapat dialihkan berupa jual beli, tukar 
menukar, hibah, dan penyertaan dalam modal perusahaan. Peralihan hak guna 
usaha wajib didaftarkan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk 
dicatatkan dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat dari pemegang hak guna 
usah yang lama kepada yang baru. 
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Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, h. 102. 
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Hapusnya Hak Guna Usaha dijelaskan dalam Pasal 17 PP No. 40 Tahun 
1996 yaitu, karena jangka waktunya berakhir, syarat tidak dipenuhi; dilepaskan 
oleh pemegang hak; dicabut untuk kepentingan umum; diterlantarkan; tanahnya 
musnah; dan ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. 
c. Hak Guna Bangunan 
Secara umum ketentuan mengenai hak Guna Bangunan (HGB) diatur 
dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf (c) sedangkan secara khusus diatur dalam Pasal 35 
sampai dengan Pasal 40 UUPA. Menurut Pasal 50 Ayat (2) UUPA, ketentuan 
lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan diatur dengan peraturan perundangan, 
yaitu PP No. 40 Tahun 1996, secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 
Pasal 38. 
Dalam Pasal 35 UUPA, Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paling lama 20 tahun. 
Terjadinya Hak Guna Bangunan berdasarkan asal tanahnya dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara 
Hak guna Bangunan ini terjadi berdasarkan keputusan pemberian hak yang 
diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional menurut Pasal 4, Pasal 9, 
dan Pasal 14 Permen Agraria/Kepala BPN NO. 3 Tahun 1999 dan prosedur 
terjadinya Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48 
Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. 
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Hak Guna Bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut 
didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk dicatat dalam buku tanah, untuk diterbitkan sertifikat sebagai 
tanda bukti haknya. 
2) Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan 
Hak Guna Bangunan dapat terjadi karena keputusan pemberian hak atas usul 
pemegang Hak Pengelolaan dan diterbitkan oleh BPN berdasarkan Pasal 14 
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 jo. Permen Agraria/Kepala 
BPN no. 9 Tahun 1999. 
Hak Guna Bangunan atas hak tanah pengelolaan terjadi sejak keputusan 
pemberian hak didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota 
setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan untuk diterbitkan sertifikat. 
3) Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik 
Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian pemegang 
Hak Milik berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT wajib 
didaftarkan kepada kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat untuk 
dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak 
berdasarkan Pasal 24 PP No. 40 Tahun 1996. 
Hak Guna Bangunan memiliki jangka waktu tertentu, berdasarkan pasal 
26 sampai dengan pasal 29 PP No. 40 Tahun 1996, Hak Guan Bangunan atas 
tanah Negara berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun, dan dapat 
diperpanjang selama 20 tahun serta dapat diperbaharui paling lama 30 tahun. 
Adapun Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan berjangka waktu 
pertama kali paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun serta dapat 
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diperbaharui paling lama 30 tahun. Sedangkan Hak Guna Bangunan atas Tanah 
Hak Milik berjangka waktu paling lama 30 tahun dan tidak ada perpanjangan 
waktu. 
Berdasarkan Pasal 26 PP No. 40 Tahun 1996, terdapat beberapa syarat 
yang harus dipenuhi oleh pemegang  hak guna bangunan untuk memperpanjang 
jangka waktu atau pembaharuan hak guna bangunan, yaitu: tanahnya masih 
digunakan berdasarkan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; syarat-syarat 
pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; pemegang hak masih memenuhi 
syarat-syarat sebagai pemegang hak; dan tanah tersebut masih sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
Dalam Pasal 30 PP No. 40 Tahun 1996, Pemegang Hak Guna Bangunan 
memiliki beberapa kewajiban, yaitu; membayar uang pemasukan dengan jumlah 
dan cara pembayaran yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak; 
menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan yang ditetapkan 
dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya; memelihara dengan baik tanah 
dan bangunan yang serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; menyerahkan 
kembali tanah Hak Guna Bangunan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan 
atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus; menyerahkan 
sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor 
Pertanahan; dan memberikan jalan keluar bagi pekarangan atau bidang tanah yang 
terkurung oleh tanah Hak Guna Bangunan tersebut. 
Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang atau dibebani hak 
tanggungan. Adapun tata cara pembebanan Hak Guna Bangunan dengan hak 
tanggungan yaitu: 
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1) Adanya perjanjian utang piutang dengan akta notaries atau akta dibawah 
tangan sebagai perjanjian pokoknya. 
2) Adanya penyerahan hak guna usaha sebagai jaminan utang yang dibuktikan 
dengan Akta Pemberian Hak tanggungan (PPAT) sebagai perjanjian ikutan. 
3) Adanya pendaftaran PPAT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak 
tanggungan. 
Hak tanggungan atas Hak Guna Bangunan hapus dengan hapusnya hak 
guna bangunan, namun tidak menghapuskan utang piutang.
23
 
Hapusnya Hak Guna Bangunan dijelaskan dalam Pasal 40 UUPA, yaitu 
jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 
sala satu syarat tidak terpenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum; diterlantarkan; 
tanahnya musnah; dan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2). 
Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah negara mengakibatkan tanah 
tersebut menjadi tanah negara. Hapusnya hak guna bangunan atas tanah Hak 
Pengelolaan mengakibatkan kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak 
Pengelolaan. Hapusnya hak tanah bangunan hak Milik mengakibatkan tanah 
tersebut kembali kedalam penguasaan pemilik tanah. Hal tersebut berdasarkan 
pasal 36 PP No. 40 tentang Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 
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d. Hak Pakai 
Hak Pakai diatur secara umum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. 
Secara khusus diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 tentang Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 
Dalam Pasal 41 Ayat (1), Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan 
dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau 
tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dang kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan UUPA.  
Subjek Hak Pakai berdasarkan Pasal 24 UUPA yaitu warga negara 
Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang didirikan 
di Indonesia; departemen, lembaga pemerintahan non departemen dan pemerintah 
daerah; badan-badan keagamaan dan sosial; orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia; badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; dan 
perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. 
Berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUPA, dijelaskan bahwa 
Hak Pakai atas tanah berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah 
milik orang lain dan tanah hak pengelolaan. Hak Pakai atas tanah Negara serta 
Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, terjadi dengan diberikannya keputusan 
pemberian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional dan Hak Pakai ini terjadi 
sejak keputusan pemberian Hak Pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan kabupaten/kota setempat, untuk diterbitkan sertifikat sebagai tanda 
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bukti hak, sedangkan Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi karena pemberian 
pemegang Hak Milik berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT wajib 
didaftarkan kepada kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat untuk 
dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak. 
Hak Pakai memiliki jangka waktu tertentu, diatur dalam Pasal 45 sampai 
dengan Pasal 49 PP No. 40 Tahun 1996 dijelaskan mengenai jangka waktu Hak 
Pakai sesuai dengan asal tanahnya. Hak Pakai atas tanah Negara memiliki jangka 
waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun atau 
dapat diperbaharui paling lama 25 tahun, Hak Pakai atas Tanah Hak Pengelolaan 
memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 
20 tahun atau dapat diperbaharui paling lama 25 tahun, dan Hak Pakai atas tanah 
Hak Milik memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak diperpanjang, 
namun dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang 
dibuat oleh PPAT berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dengan 
pemegang Hak Pakai. 
Pembebanan Hak Pakai dengan Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 53 
PP No. 40 Tahun 1996, yaitu yang dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak Pakai 
atas tanah Pengelolaan, sementara Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak dapat 
dijadikan jaminan utang. Sedangkan  ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1996, 
Hak Pakai atas tanah Negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 
Tanggungan. Dari segi peraturan perundang-undangan, maka PP No. 40 Tahun 
1996 menyampingi UU No. 4 Tahun 1996.
24
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Prosedur pembebanan Hak Pakai dengan Hak Tanggungan diatur dalam 
UU No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 144 sampai 
dengan 119 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. 
Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Pengelolaan 
untuk jangka tertentu dapat dialihkan kepada pihak lain sedangkan Hak Pakai atas 
tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila dalam perjanjian dimungkinkan 
adanya peralihan Hak Pakai. Hak Pakai atas tanah Negara yang dipergunakan 
untuk keperluan tertentu dengan tidak ditentukan jangkanya waktu tidak dapat 
dialihkan atau dipindah tangankan, diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) dan (2) PP No. 
40 Tahun 1996 
Hak Pakai dapat dialihkan dengan bentuk warisan tetapi harus 
dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan sebagai ahli waris, surat 
kematian pemegang Hak Pakai, bukti identitas para ahli waris, sertifikat Hak 
Pakai yang bersangkutan. Prosedur peralihan hak Pakai ini diatur dalam Pasal 54 
PP No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 42 PP No. 24 Tahun1997 jo. Pasal 111 dan Pasal 
112 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. 
Berdasarkan Pasal 56 (1) PP No. 40 Tahun 1996, Hak Pakai dapat hapus 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu perjanjian pemberian Hak 
Pakannya berakhir; dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak 
terpenuhinya kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan Hak Pakai, tidak 
terpenuhinya syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pemberian 
Hak Pakai, putusan pengadilan yang bersifat ingkrah; dilepaskan secara sukarela 
sebelum jangka waktunya berakhir; hak pakainya dicabut; diterlantarkan; 
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tanahnya musnah; dan pemegang Hak Pakai tidak memenuhi syarat sebagai 
pemegang Hak Pakai. 
Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya 
menjadi milik negara, bekas pemegang Hak Pakai diwajibkan membongkar 
bangunan atau benda-benda yang ada diatas tanah tersebut dengan biaya yang 
dibebankan kepada bekas pemegang Hak Pakai, dan dalam hal bangunan dan 
benda-benda tersebut masih diperlukan diberikan ganti rugi kepada bekas 
pemegang Hak Pakai. Hapusnya Hak Pakai atas tanah hak Pengelolaan atau Hak 
Pakai atas tanah Hak Milik mengakibatkan bekas pemegang Hak Pakai wajib 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penggunaan tanah dan wajib 
menyerahkan tanah tersebut kepada pemegang Hak Pengelola atau Pemilik 
Tanah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 PP No. 40 Tahun 1996. 
e. Hak Gadai 
Gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang 
gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. 
Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian 
uang gadai atau “penebusan” tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik 
tanah yang menggadaikan.
25
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f. Hak Usaha Bagi Hasil 
Hak usaha bagi hasil muncul karena adanya perjanjian bagi hasil antara 
pihak pemilik dengan penggarap dengan imbangan hasil yang telah disepakati. 
Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian yang diadakan 
antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum, yang disebut 
penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 
tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, yang 
hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui 
sebelumnya. 
g. Hak Menumpang 
Hak menumpang merupakan hak yang diberi kepada seseorang untuk 
mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan orang lain. hak 
menumpang sebenarnya termasuk hak pakai, tetapi pada hak menumpang 
hubungan hukumnya lemah, mudah diputuskan oleh pemilik tanah pekarangan, 
karena dalam hak menumpang ini tidak dikenal bayaran. Berakhirnya hubungan 
hak menumpang dapat terjadi karena pengakhiran hubungan tukontali (pesanan) 
yang diberikan pemilik kepada yang menumpang yang terkena pesangon, dicabut 
untuk kepentingan umu, tanahnya musnah.
26
 
h. Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak sewa tanah pertanian merupakan hak yang memberikan 
kewenangan untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan 
orang lain. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UUPA maka hak sewa tanah 
pertanian bertentangan dengan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan 
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secara aktif sendiri oleh si empunya sehingga hak sewa tanah pertanian 
memungkinkan terjadinya pemerasan terhadap orang atau golongan lain 
khususnya yang tidak memiliki tanah. Hak sewa tanah pertanian termasuk hak 
atas tanah yang bersifat sementara karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas 
hukum tanah nasional.
27
 
Tanah merupakan benda daratan bumi yang sangat penting dan memiliki 
nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat. Tanah bernilai tinggi dari segi nilai atau 
harga tetapi bernilai rendah dari segi jumlah yang disebabkan karena 
meningkatnya permintaan akan tanah. Permintaan akan tanah meningkat karena 
kebutuhan akan tanah meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Hal 
inilah yang dapat menimbulkan sengketa dalam masyarakat. Salah satu sengketa 
yang dapat timbul dalam masyarakat ialah sengketa hak-hak atas tanah. 
2. Sengketa Tanah Berkenaan dengan Masalah Perdata 
Sengketa tanah berkenaan dengan masalah perdata, berkaitan dengan hak-
hak keperdataan, baik oleh subjek hak maupun dengan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan terhadap objek haknya (tanah). Adapun yang menjadi pokok 
permasalahan ialah berkaitan dengan kepastian hak atas tanahnya.
28
 
Sebagaimana yang diketahui bahwa kepastian hak atas tanah dilihat dari 
penerbitan surat keputusan dan sertifikatnya,  hal ini sangat bergantung pada data 
fisik dan data yuridis, apabila terdapat cacat atau kelemahan maka kualitas kepastian 
hukum hak atas tanah akan lemah pula, dan dikemudian hari akan dapat dibatalkan 
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oleh pihak lain yang berkepentingan apabila terbukti cacat hakum dan cacat 
administrasi. 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang paling kuat, sehingga 
penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh pemerintah, diwajibkan bagi pemegang atas 
bidang tanah untuk mendaftarkan tanahnya guna memberikan jaminan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. 
Sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negative 
yang mengandung unsur positif.
29
 Artinya apabila orang sebagai subjek hak namanya 
sudah terdaftar dalam buku tanah, haknya masih memungkinkan untuk dibantah 
sepanjang bantahan-bantahan itu dapat memberikan alat bukti yang kuat. Sertifikat 
tidak memungkinkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum secara mutlak. 
Oleh karena itu, suatu hak atas tanah masih terbuka bagi pihak-pihak lain yang 
berkepentingan untuk membatalkannya, baik berdasarkan putusan badan peradilan 
maupun berdasarkan alternatif lain yang terjadi di lapangan. Sehingga keabsahan 
sertifikat sebagai dasar penetapan suatu hak sangat penting dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum. 
3. Sengketa Tanah Garapan 
Tanah garapan merupakan ukuran bidang tanah yang belum disahkan 
maupun yang telah disahkan dengan hak secara hukum tetapi dapat menjadi milik 
seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Tanah 
garapan pada umumnya dikuasai oleh negara ataupun dimiliki seseorang yang tidak 
mampu mengurus atau mengerjakan lahannya sehingga diberikan kepada seseorang 
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atau badah hukum disebut sebagai penggarap  untuk dikerjakan atau diusahakan, 
dimana orang tersebut tidak memiliki tanah untuk dijadikan lahan usaha.
30
 
Dalam Pasal 24 UUPA dijelaskan mengenai penggarap atau pemakai dalam 
hubungannya dengan pemilik tanah ialah: sewa, bagi hasil, pakai, atau hak guna 
bangunan. Pengertian penggarap juga dikemukakan dalam ketentuan UU No. 2 
Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pada Bab I Pasal 1 huruf (c) yaitu perjanjian 
dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dengan 
seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut 
penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan 
pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. 
Penggarap adalah orang yang menguasai atau yang mengusahakan atau 
yang mengerjakan tanah yang bukan miliknya mempunyai hubungan hukum yang sah 
dengan tanah tersebut. Pada dasarnya tanah tersebut dapat merupakan milik negara 
ataupun milik orang yang dikerjakan oleh penggarap sesuai dengan penerapan-
penerapan ketentuan hukum yang berlaku.  
4. Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara member 
ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, sedangkan kepentingan 
umum kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 
pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya  untuk kepentingan umum. Dasar hukum 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
31
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Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum merupakan kegiatan pembebasan lahan atau penyediaan tanah 
oleh instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 
dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 
Sesuai dengan pasal sebelumnya pihak yang memerlukan tanah adalah instansi, 
dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2012 yang disebut instansi adalah Lembaga 
Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Negara yang mendapat penugasan khusus oleh Negara. 
Kegiatan pembebasan lahan oleh instansi, dalam arti pelepasan hak atas 
tanah merupakan salah satu penyebab hapusnya hak atas tanah menjadikan tanah 
dikuasai langsung oleh Negara. Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar 
persetujuan bersama dengan mengadakan musyawarah dengan pihak  yang 
bersangkutan atau pemegang hak, baik mengenai besar dan bentuk ganti rugi yang 
akan diberikan terhadap tanahnya. Pada dasarnya hal tersebut tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, pemegang hak atas tanah tidak ikut serta dalam penaksiran 
dan penetapan besar dan bentuk ganti rugi atas tanahnya, melainkan kata sepakat 
hanya tercapai antara para anggota Panitia Pembebasan Tanah, yang mengakibatkan 
terjadinya penolakan penetapan besar dan bentuk ganti rugi oleh pihak pemegang 
hak. 
Melalui penolakan oleh pihak pemegang hak, menyebabkan pengambilan 
keputusan pelaksanaan penggusuran oleh Panitia Pembebasan Tanah karena dianggap 
telah mendapat keabsahan dari pemerintah. Tindakan penggusuran tersebut 
merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan UU No. 20 
42 
 
Tahun 1961, karena tindakan pencabutan hak sesungguhnya merupakan kewenangan  
presiden.
32
 Secara yuridis, pengukuhan pemerintah yang diperoleh Panitia 
Pembebasan Tanah tidak mempunyai kekuatan hukum executorial untuk dipaksakan 
kepada pemegang hak, akibatnya pembebasan tanah dengan cara penggusuran adalah 
batal demi hukum dan pihak yang terkena pembebasan tanah dapat memperkarakan 
hal tersebut di depan Pengadilan. 
5. Sengketa Tanah Berkenaan dengan Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat 
a. Hukum Adat Sebagai Dasar Utama dalam Pembangunan Hukum Agraria 
Nasional 
Sistem hukum tanah nasional yang menggunakan bahan-bahan dari hukum 
adat merupakan norma-norma hukum tertulis dengan sistem hukum adat. Dalam 
sistem hukum adat mengatur  pula hubungan antara ketua adat, masyarakat dan 
individu-individu sebagai anggota masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di 
wilayahnya. Menurut konsepsi hukum adat, tanah dapat dikatakan menjadi milik 
bersama masyarakat atau dikenal dengan hak ulayat apabila mengandung dua unsur 
yang beraspek hukum kependetaan dan hukum publik. Hak ulayat ini merupakan hak 
yang paling tinggi kedudukannya. 
Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum 
(subjek hak) dan tanah/wilayah (objek Hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang 
untuk: mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan 
pemeliharaan tanah; mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang 
                                                             
32
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingann Umum dalam Pengadaan Tanah 
Untuk Pembangunan, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 118-122 
43 
 
dengan tanah; mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah. Isi dari wewenang 
tersebut sama halnya dengan konsep hubungan antara Negara dengan tanah,  Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat 
dengan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik.
33
 
Dalam pelaksanaan hak ulayat pun mengenal adanya fungsi sosial, artinya 
apabila diperlukan untuk kepentingan umum guna peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, maka hak ulayat itu pun dapat diberikan kepada pihak lain dengan 
memberikan ganti kerugian dalam wujud yang bermanfaat bagi masyarakat guna 
peningkatan taraf hidupnya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945. 
Terbentuknya hukum yang mengatur eksistensi hukum adat dengan 
dikeluarkannya Peraturan Mantri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat, hak ulayat ialah 
kewenangan yang menurut Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang 
merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, 
termasuk tanah, bagi wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, 
yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak 
terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 
Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi tidak 
terbitkan sertifikat karena hak ulayat bukan objek pendaftaran tanah. Di samping itu 
memungkinkan terjadinya  individualisasi dan monetisasi yang membawa pengaruh 
terhadap dalam kalangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga dalam 
perlindungan hukum terhadap hak ulayat disamakan dengan perlindungan hukum  
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hak orang lain dengan upaya perlindungan secara wajar. Hak ulayat itu tidak bersifat 
eksklusif sehingga masyarakat hukum adat berkewajiban untuk turut serta 
mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain 
diluar anggota hukum adat untuk ikut serta menggunakan tanah yang sumber daya 
alam dengan cara yang sepakati.
34
 
b. Hukum Adat sebagai pelengkap hukum agraria nasional. 
Dalam proses pembangunan Hukum Tanah Nasional yang belum selesai dan 
memakan waktu, maka hukum tanah yang tertulis tersebut memerlukan pelengkap 
agar tidak terjadi kekosongan hukum, di sinilah norma-norma Hukum Adat berfungsi. 
Norma-norma Hukum Adat dapat menjadi pelengkap dari hukum tanah apabila 
memenuhi syarat, sebagai berikut: tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 
dan Negara; berdasarkan atas persatuan bangsa; sesuai dengan sosialisme Indonesia; 
dan tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan lainnya. 
C. Peradilan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 
Peradilan dalam Islam dimulai pada masa kenabian, yaitu ketika Rasulullah 
saw. hijrah ke Madinah dan membentuk pemerintahan di kota Madinah dengan 
menegakkan hukum-hukum dan syariat Allah swt. Pelaksanaan peradilan Islam pada 
masa Rasulullah saw. didasarkan pada QS Al-Nisā’/4: 65. 
 
 اَّمِ اًجَرَح ْمِهِسُف َْنأ فِ اوُد َِيَ لا َُّثُ ْمُه َ ن ْ ي َب َرَجَش اَميِف َكوُم ِّكَُيُ َّتََّح َنوُنِمْؤ ُي لا َكِّبَرَو لاَف اوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق
( اًميِلْسَت٦٥) 
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Terjemahnya: 
 
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihan, kemudian 
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan 
yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
35
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Rasullullah 
saw. harus diterima sepenuh hati dan tanpa sedikit pun merasa keraguan dan 
keberatan. Ketetapan Allah swt. tersirat dalam kewajiban Rasulullah saw. untuk 
memerhatikan rasa keadilan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
36
 
Rasulullah saw. merupakan hakim pertama yang memegang keputusan 
dalam berbagai perselisihan dalam sejarah peradaban Islam, kemudian diteruskan 
oleh para khalīfah Islam. Ketika Dualah Islam atau Negara Islam mengalami 
perluasan wilayah dan orang-orang Islam berbaur dengan orang-orang selain Islam  
hingga banyaknya tugas para khalīfah maka diangkatlah beberapa hakim yang 
independen dan menggantikan khalīfah dalam memberikan keputusan di berbagai 
kasus yang sebelumnya khalīfah juga berperan sebagai hakim. Hal demikian terjadi 
pada masa Khalīfah Umar bin Khattab yang mengangkat Abu Darda untuk kawasan 
Madinah, Syuraih untuk wilayah Bashrah dan Abu Musa Al-Asy‟ari di wilayah 
Kufah. 
Ketika Bani Umayyah memegang kekuasaan, lembaga peradilan mengalami 
perubahan yang cukup signifikan dimana para Khalifah Bani Umayyah melepaskan 
urusan peradilan. Mereka berupaya memisahkan beberapa kekeuasaan kecuali tiga 
hal yang mereka tetapkan karena sangat penting. Kemudian setelah Bani Umayyah 
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runtuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah, maka Bani Abbasiyah pun melakukan 
berbagai perbaikan terhadap hal-hal yang belum terlaksana pada masa akhir Dinasti 
Umayyah. Selain itu Bani Abbasiyah melakukan pembaruan mengingat kekuasaan 
Islam yang sangat luas. Oleh karena itu pada masa Khalifah Abbasiyah lembaga 
peradilan telah sampai pada puncak independen yang penuh.
37
 
Terdapat empat lembaga peradilan Islam, yaitu Lembaga Tahkim, Lembaga 
Fatwa, Wilāyatul Maẓālim, dan Wilāyatul Hisbah. Lembaga Tahkīm adalah lembaga 
yang menyelesaikan suatu sengketa perdata yang didasarkan pada sebuah 
kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, misalnya 
dalam bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya 
oleh pihak yang bersengketa. Lembaga Fatwa adalah lembaga yang memberikan 
suatu ketetapan atau keputusan hukum terhadap masalah-masalah tertentu yang 
diajukan oleh perseorangan maupun yang dikemukakan oleh instansi-instansi resmi, 
ketetapan atau keputusan tersebut tidak dianggap aturan sampai adanya pengakuan 
resmi oleh instansi yang berwenang. Wilāyahtul Muẓālim adalah lembaga yang 
menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh penguasa, hakim-hakim, atau pejabat 
Negara dan keluarga mereka. Wilāyahtul Hisbah adalah lembaga yang berwenang 
menyelesaikan persengketaan yang terjadi dikalangan masyarakat islam.
38
 
Lembaga Peradilan Maẓālim yang mengadili sengketa antara masyarakat 
dengan para pemerintah yang berbuat ẓālim sama dengan kompetensi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu badan peradilan di 
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Indonesia. Peradilan Maẓālim dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi 
kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan 
kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Kesewenang-wenangan ini bisa datang dari 
penguasa Negara kepada rakyatnya.  
Salah satu sengketa yang diadili dalam wilayah maẓāalim berdasarkan 
catatan sejarah ialah sengketa yang terjadi pada masa khalīfah Bani Umayyah, ketika 
itu ada seorang wanita yang mengadukan suatu perkara atas perampasan kekayaan 
miliknya, yang dilakukan oleh seorang anak Khalīfah. Pada saat wanita itu 
mengeluarkan pendapatnya dengan suaranya yang keras dan lantang dalam 
persidangan, salah seorang penjaga menegurnya untuk bersikap lebih baik. Berkaitan 
dengan itu, Al-Ma‟mun secara reflek ia berkata: “Biarkan saja, karena sesungguhnya 
kebenaran itulah yang ia ucapkan”. Dengan demikian, tampaklah kebenaran akan 
pengaduan wanita tersebut dan harta kekayaan milik wanita tersebut dikembalikan. 
Harta kekayaan memiliki berbagai macam bentuk yang terlihat secara fisik 
atau secara mudah dapat ditukar dengan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya harta 
kekayaan berupa tanah. Tanah tergolong harta kekayaan yang tidak bergerak 
mencakup sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana dalam QS al-A’rāf/ 7: 10. 
 
( َنوُرُكْشَت اَم لايَِلق َشِياَعَم اَهِيف ْمُكَل اَنْلَعَجَو ِضْرلأا فِ ْمُكاَّن َّكَم ْدَقَلَو١١) 
Terjemahnya: 
 
Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami 
adakan bagi kamu di bumi itu penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
39
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Secara umum ayat tersebut menjelaskan bahwa telah dianugerahkan kepada 
manusia yakni bumi yang menjadikan manusia mampu mengelola dan 
memanfaatkannya, melalui nalar dan pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah 
swt. kepada manusia, tetapi sedikit dari manusia yang pandai bersyukur. Secara 
khusus mengisyaratkan bumi atau tanah yang merupakan anugerah Allah swt. harus 
disyukuri dalam artian digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai syari’at 
karena segala sesuatu yang ada di bumi termasuk tanaman, tempat tinggal dan lain 
sebagainya bersifat sementara, tidak kekal dan tidak abadi, sebagaimana firman Allah 
swt. dalam QS al-baqarah/ 2: 36 
 
... ( ٍينِح َلَِإ ٌعاَتَمَو ٌّرَق َتْسُم ِضْرلأا فِ ْمُكَلَو٣٦) 
Terjemahnya: 
 
Dan bagi Kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai 
waktu di tentukan.
40
 
Kediaman di muka bumi diberikan oleh Allah swt. kepada manusia sebagai 
suatu karunia yang harus disyukuri. Maka manusia wajib memeliharanya sebagi suatu 
amanah. Manusia telah diberitahukan oleh Allah swt. bahwa mereka akan hidup di 
bumi dalam batas waktu tertentu. Oleh karena itu manusia dilarang keras berbuat 
kerusakan. Kerusakan di bumi tidak hanya pada hal-hal yang nampak seperti bencana 
alam, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya, melainkan kerusakan berupa perbuatan 
maksiat atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia, salah satunya yaitu merampas 
tanah orang lain. Tuntutan Allah swt. untuk memanfaatkan tanah berdasarkan syariat 
islam dengan tidak merampas tanah orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw. 
dalam hadis riwayat Ṣahih Muslim, nomor: 3020. 
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 َو ٍديِعَس ُنْب ُةَبْي َت ُقَو َبوَُّيأ ُنْب َيََْيُ اَن َث َّدَح ٍرَفْعَج ُنْبا َوُىَو ُليِعَْسِْإ اَن َث َّدَح اوُلَاق ٍرْجُح ُنْب ُّيِلَع
 ِنْب ِدَْيز ِنْب ِديِعَس ْنَع ِّيِدِعا َّسلا ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ِنْب ِساَّبَع ْنَع ِنَْحَّْرلا ِدْبَع ِنْب ِءَلاَعْلا ْنَع
 ٍلْيَف ُن ِنْب وِرْمَع  ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َّنَأ اًمُْلظ ِضْرَْلأا ْنِم ًار ْ بِش َعَطَت ْقا ْنَم َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 َينِضََرأ ِعْبَس ْنِم ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُهاَِّيإ ُوَّللا ُوَقَّوَط 
Artinya: 
 
(MUSLIM - 3020) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan 
Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada 
kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala bin Abdurrahman dari Abbas bin 
Sahl bin Sa'd As Sa'idi dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengambil 
sejengkal tanah saudaranya dengan zhalim, niscaya Allah akan menghimpitnya 
dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat."
41
 
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, tanah sangat 
penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai posisi yang strategis, hampir 
semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melibatkan tanah dalam kehidupan 
sehari-harinya, selain itu tanah juga mempunyai peran yang sangat besar dalam 
dinamika pembangunan di suatu negara. Sangat tepat jika Islam memberikan 
perhatian yang besar terhadap tanah, terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’ān 
dan Haditṣ yang membicarakan tentang tanah. 
Dalam pandangan Islam, tanah merupakan anugerah Allah swt. yang harus 
dimanfaatkan secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana 
di kemukakan dalam firman Allah swt. QS. al-Hadīd/57: 2. 
 
( ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َوُىَو ُتِيُيَُو يِيُْيُ ِضْرلأاَو ِتاَواَم َّسلا ُكْلُم َُول٢ ) 
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Terjemahnya: 
 
kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan 
mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
42
 
Allah swt. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah), 
memberikan kuasanya atau tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola dan 
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya milik Allah swt. sesuai dengan hukum-hukum-
Nya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Hadīd/57: 7. 
 
 اوُقَف َْنأَو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلاَف ِوِيف َينِفَلْخَتْسُم ْمُكَلَعَج اَّمِ اوُقِفَْنأَو ِوِلوُسَرَو ِوَّللِاب اوُنِمآ ٌيِبَك ٌرْجَأ ُْمَلَ) ٧( 
Terjemahnya: 
 
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan sebagian dari 
hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 
yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 
memperoleh pahala yang besar.
43
 
Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam QS. al-Kahf/18: 26. 
 
... ( اًدَحَأ ِوِمْكُح فِ ُِكرُْشي لاَو٢٦( 
Terjemahnya: 
 
 ... dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam 
menetapkan keputusan.
44
 
Ayat diatas mempertegas pernyataan diatas, bahwa tidak ada satu keputusan 
atau hukum pun yang dapat digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali 
dengan hukum-hukum Allah swt. Mengatur pertanahan dengan menggunakan hukum 
selain hukum Allah swt. telah diharamkan Allah swt. sebagai pemilik yang hakiki. 
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Kepemilikan tanah dalam Islam ditetapkan oleh Allah  swt. kepada masyarakat 
sebagai pemilik hak untuk memanfaatkan suatu tanah. 
Badan Peradilan Islam sangat luas pembahasannya, salah satu badan 
peradilan Islam ialah badan Peradilan Maẓālim yang serupa dengan peradilan Tata 
Usaha Negara yang mengadili sengketa antara pemerintah yang berbuat zālim kepada 
rakyatnya, salah satunya merampas harta (tanah) warganya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan alat, prosedur dan teknik yang dipilih dalam 
suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang 
Pelaksanaan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai 
Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Islam, yaitu: 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris Yuridis, dimana 
penelitian empiris yuridis merupakan istilah lain yang digunakan  dalam penelitian 
hukum sosiologis, ialah penelitian terhadap efektifitas hukum atau peraturan yang 
sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.
45
 
Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini ialah Peradilan Tata Usaha 
Negara Makassar. Karena Peradilan Tata Usaha Negara Makassar relevan dengan 
masalah yang diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
1. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis, ialah pendekatan yang digunakan dengan cara 
menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum (peraturan perundang-
undangan) berkaitan dengan penelitian ini. 
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53. 
53 
 
2. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis, ialah pendekatan yang digunakan dengan cara 
mengamati peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan kompetensi 
absolut Peradilan Tata  Usaha Negara serta pengaruh masalah sosial tertentu yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Pendekatan Teologi Normatif 
Pendekatan teologi normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 
mengkaji agama-agama tertentu, mengamati kuatnya keamanan suatu kaum, dan 
menyatukan setiap kaum berdasarkan kaum Islam yang berkaitan dengan penelitian 
ini.
46
 
C. Sumber Data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Dari 
data tersebut kemudian diolah sehingga dapat diutarakan dengan jelas dan tepat, 
sehingga kemudian dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalami langsung 
kasus-kasus yang terkait dengan judul ini. Adapun sumber data yang penulis gunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer 
Pada penelitian ini, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
hasil wawancara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini yang bertindak 
sebagai informan adalah Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. 
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2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah, artikel, 
dan sebagainya. Data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak 
langsung memberikan data pada pengumpul data. 
D. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengungkap atau menjaring informasi dari informan sesuai lingkup penelitian. 
Dalam upaya mengakuratkan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data adalah sebagai berikut : 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi ialah metode yang dilakukan dengan cara melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. 
Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 
laporan, foto, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan 
rekamansuara hasil wawancara dengan hakim Peradilan Tata Usaha Negara 
Makassar. 
2. Observasi 
Observasi ialah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
yang merupakan kategori pengamatan ilmiah. Pengamatan ilmiah dalam penelitian ini 
berupa pengamatan dalam pelaksanaan sidang di Peradilan Tata Usaha Negara 
Makassar. 
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3. Wawancara 
Wawancara ialah metode pengumpulan data yang langsung bertatapan muka 
dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu informan. 
Informan dalam penelitian ini adalah hakim Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. 
4. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data yang dipergunakan 
dengan menelaah referensi terkait. Data atau sumber dasar penelitian kepustakaan ini 
dapat berupa sumber primer, sekunder, dan tertier. Sumber primer, yaitu bahan-bahan 
hukum yang bersifat mengikat ialah peraturan perundang-undangan dan aturan 
hukum lainnya. Sumber sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat, namun 
sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Sumber tersier ialah bahan-
bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 
E. Instrument Penelitian 
Instrumen Penelitian dapat diartikan sebagai alat bantu yang merupakan 
sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan handphone. Pedoman 
wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini, dalam 
instrument penelitian ini pula dilengkapi dengan buku untuk mencatat dan handphone 
sebagai alat perekam suara dan alat pengambilan gambar. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Ketika keseluruhan data penelitian tentang Pelaksanaan Kompetensi 
Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai Penyelesaian Sengketa 
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Tanah dalam Perspektif Hukum Islam telah terkumpul atau telah terangkum, 
selanjutnya langkah yang diambil ialah pengolahan dan analisis data. 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah proses merapikan data hasil pengumpulan data di 
lapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Dalam proses pengolahan data meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu: 
a. Editing, yang meliputi pembetulan  jawaban yang kurang jelas, penelitian 
jawaban yang sudah atau belum lengkap, penyesuaian jawaban yang satu dengan 
yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka penyempurnaan jawaban. 
b. Koding, pemberian kode atau tanda pada jawaban yang telah diedit. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan 
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain.
47
 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara 
mendalam secara deskriptif kualitatif, ialah membandingkan data primer dan data 
sekunder, lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terletak di Jalan Pendidikan 
No. 1, Tidung, Rappocini, Kota Makassar. Wilayah hukum Peradilan Tata Usaha 
Negara meliputi wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 3 
(tiga) Kota dan 21 (dua puluh satu) Kabupaten, serta Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terdiri dari 5 (lima) Kabupaten. Meliputi Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-
pare, Kab. Bantaeng, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Bulukumba, Kab.Enrekang, Kab. 
Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. 
Maros, Kab. Pangkep, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap, Kab. Sinjai, Kab. Kep. Selayar, 
Kab. Soppeng, Kab. Takalar, Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara, Kab. Wjo, Kab. 
Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar. 
Peradilan Tata Usah Negara merupakan Peradilan Tingkat Pertama dalam 
lingkup Badan Peradilan Administrasi, dengan melaksanakan tugas dalam 
memeriksa, mangadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha 
negara antara seseorang dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat 
dikeluarkanya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. 
Dengan berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU 
No. 51 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain 
yang bersangkutan serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 
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Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas diatas, berikut struktur 
organisasi di Peradilan Tata Usaha Negara Makassar: 
 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat maka 
Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 
1. Visi yaitu, mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung 
2. Misi yaitu, mewujudkan Peradilan sederhana, biaya ringan, transparan, dan 
modern; meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan dalam rangka 
peningkatan pelayanan pada masyarakat; melaksanakan pengawasan dan 
pembinaan yang efekif dan efisien; serta mengupayakan tersedianya sarana dan 
prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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B. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian 
Sengketa Tanah 
Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 
NKRI 1945. Berdasarkan hal tersebut maka dalam sistem hukum Indonesia terdapat 
badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Badan-badan peradilan yang bebas 
dan mandiri tersebut dihimpun dalam satu kekuasaan, yaitu Kekuasaan Kehakiman.  
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 
1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 1 
angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan Pasal 
18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawanya serta Mahkamah 
Konstitusi memiliki kompetensi masing-masing. Kompetensi badan peradilan 
sangatlah penting karena menentukan berwenang tidaknya suatu badan peradilan 
dalam mengadili dan memutus suatu sengketa yang diajukan, baik berwenang dari 
segi wilayah dan/atau materi yang disengketakan.  
Adapun kompetensi masing-masing badan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yaitu Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan 
perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; Peradilan Militer sebagaimana berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; Peradilan Tata Usaha Negara  berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan 
Peradilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 
memutuskan sengketa yang diajukan dan timbul antara Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata akibat terbitnya suatu 
Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
berdesakan kewenangan yang diberikan kepadanya.
48
 
Sehingga dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang 
menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan tiap-tiap sengketa Tata Usaha 
Negara yang diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha 
Negara merupakan sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata 
dengan Badan atau  Pejabat Tata Usaha Negara, di pusat maupun di daerah, akibat 
diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang oleh pencari keadilan dianggap bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan merugikan dirinya sebagai perorangan atau badan hukum 
perdata. Meskipun demikian terdapat beberapa jenis keputusan Tata Usaha Negara 
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yang tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang 
tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. 
Salah satu sengketa yang sering diajukan kepada Peradilan Tata Usaha 
Negara pada beberapa tahun terakhir ini yaitu sengketa tanah. Sengketa tanah adalah 
perselisihan pertanahan berupa pengaduan keberatan-keberatan dan tuntutan-tuntutan 
yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata baik berupa sengketa perdata, 
sengketa pidana dan sengketa administratif dengan harapan dapat memperoleh 
penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga 
terdapat tiga jenis sengketa tanah apabila dilihat dari segi kompetensi absolut badan 
peradilan di bawah Kekuasaan Kehakiman, yaitu sengketa perdata, sengketa pidana 
dan sengketa administratif. 
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu badan peradilan di bawah 
Kekuasaan Kehakiman memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa 
tanah yaitu dalam hal sengketa administratif. Sengketa administratif  terjadi akibat 
tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan 
berupa sertifikat hak atas tanah yang dianggap mengandung kekurangan (kesalahan, 
kekeliruan, kelambatan, keganjilan, keanehan, dan lain-lain) dan telah merugikan 
hak-hak orang atau badan hukum perdata yang ditujukan surat keputusan.  
Sehingga dapat dipahami bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam penyelesaian sengketa tanah adalah kewenangan dalam pembatalan 
surat keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah dan surat 
keputusan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikeluarkan oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jenis-jenis sengketa tanah yang dapat diadili pada 
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Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, yaitu sengketa sertifikat atas tanah termasuk sengketa pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum.
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Contoh kasus: Penggugat mengklaim telah membeli sepetak tanah seluas 
3000 m
2 
berupa Girik Letter C yang belum pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
guna mendapatkan sertifikat. Penggugat merasa keberatan ketika tiba-tiba Kantor 
Pertanahan menerbitkan sertifikat hak guna usaha berupa SHGB kepada Tergugat II 
Intervensi sehingga tumpang tindih dengan bidang tanah yang dikalim milik 
Pengugat. SHGB tersebutlah yang kemudian dijadikan obyek sengketa ke hadapan 
PTUN untuk diminta pembatalan.  
Selain Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama 
berwenang menyelesaikan sengketa Tanah. Peradilan Umum berwenang 
menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkup perdata dan pidana. Adapun Peradilan 
Agama berwenang menyelesaikan sengketa tanah dalam lingkup perdata antara 
orang-orang yang beragama Islam. 
Kompetensi absolut peradilan umum dalam penyelesaian sengketa tanah 
lingkup perdata yaitu menyangkut hak-hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) 
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak-hak 
atas tanah terdiri dari beberapa jenis ialah hak milik; hak guna usaha; hak guna 
bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; dan 
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 
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dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yaitu hak gadai, hak 
usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 
Contoh kasus: A membeli sebidang tanah sawah kepada B, dengan luas 3 
hektar, dan tanah tersebut oleh A telah diusahakan ditanami padi, setelah waktu dua 
tahun berjalan, tiba-tiba C datang mengaku sebagai adik dari B dan menguasai tanah 
serta menggarap tanah tersebut. Padahal saat perjanjian jual beli antara A dan B ada 
kewajiban B yaitu menanggung bahwa tanah yang dijual kepada A tidak pernah ada 
sengketa dengan orang lain dan tanah tersebut merupakan tanah milik B tidak pernah 
ada bersangkutan dengan orang lain. A berusaha menemui B dan meminta 
pertanggung jawaban tentang masalah ini, tetapi B berkilah karena saat penyerahan 
tidak ada masalah, A menemui C, tetapi C tetap  bersikukuh bahwa tanah tersebut 
adalah miliknya. A merasa dirugikan terhadap sikap B, sehingga A melaporkan 
masalah tersebut ke pengadilan dan mengajukan gugatan perdata dengan adanya 
unsur perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. 
Sedangkan Kompetensi absolut peradilan umum dalam penyelesaian 
sengketa tanah lingkup pidana yaitu sama dengan masalah pokok sengketa tanah 
lingkup perdata yaitu hak milik atas tanah, namun sengketa tanah terkait dengan 
tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP, diantaranya yaitu tindak pidana 
menempati lahan tanpa izin dan penyerobotan lahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 
UU No. 51 PRP tahun 1960, menempati lahan tanpa izin dari yang berhak adalah 
perbuatan yang dilarang, dan penyerobotan lahan maksudnya yaitu seseorang yang 
secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada 
pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau mendapat keuntungan 
sendiri, berdasarkan Pasal 385 KUHP. 
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Contoh kasus: berdasarkan proyek pembangunan rumah sederhana khusus 
pegawai negeri sipil, X mendapat tanah beserta rumah dengan luas 140 m
2 
sebagai 
hak milik yang sah berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN, dengan 
batas sebelah utara berbatasan dengan Z, sebelah timur dengan jalan raya, sebelah 
barat dengan Y, sebelah selatan dengan tanah milik X. X telah membuka area 
pertamanan dengan berbagai macam bunga, yang berbatasan dengan tanah milik Y 
yang menimbulkan keresahan bagi Y karena aktivitas ini dilakukan siang dan malam, 
dan ternyata X juga akan membuat jalan kecil yang menghubungkan antara taman 
dan rumahnya. Saat ini telah dikerjakan pembuatan jalan dengan merusak, menggusur 
tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya. Y telah datang menghadap kepada 
Kepala Desa menanyakan apakah rencana pembuatan jalan oleh X diketahui oleh 
Kepala Desa, ternyata Kepala Desa tidak mengetahui hal tersebut. Atas perbuatan X 
yang telah merugikan Y, Y pun melaporkan X ke Pengadilan Umum dengan perkara 
pidana atas tindakan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh X. 
Peradilan Agama pun memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian 
sengketa tanah. Tetapi sengketa tanah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan 
Agama yaitu sengketa tanah yang kaitannya dengan  waris, wasiat, hibah dan wakaf. 
Secara umum kewarisan adalah harta kekayaan yang dibagi dari orang yang 
sudah meninggal dunia kepada ahli warisannya.
50
 Di dalam KUHPedata dan KHI 
menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak 
waris tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya 
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dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, sebagai anak, ayah, ibu, istri, 
suami, kakek, nenek, paman, cucu, atau bahkan saudara seayah atau seibu. 
Kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan di 
benarkan hukum yang dirincikan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, 
terkhusus KUHPerdata dan KHI. 
Kewarisan dapat menjadi sengketa tanah apabila yang menjadi objek waris 
ialah tanah, misalnya A yang merupakan istri dari B memiliki harta bawaan pada saat 
menikah yaitu berupa 3 hektar tanah, dan ketika A meninggal dunia tanah tersebut 
jatuh kepada tiga orang anaknya yaitu A1, A2, dan A3. Setelah sekian lama berlalu, B 
menikah lagi dengan C dan melahirkan dua orang anak yaitu C1 dan C2. Setelah A1, 
A2, dan A3 menikah dan tinggal terpisah dengan B, mereka sudah tidak peduli lagi 
dengan tanah peninggalan A, dan tanah tersebut kemudian diurus dan diusahakan 
oleh C1 dan C2 selama lebih dari lima belas tahun. Setelah B dan C meninggal dunia, 
di kemudian hari tanpa sepengetahuan A1, A2, dan A3 ternyata C1 dan C2 telah 
menyertifikatkan tanah tersebut atas nama C1 dan C2 dan kemudian menjualnya 
kepada orang lain. Maka diajukanlah gugatan perdata atas sengketa tanah waris ke 
Pengadilan Agama kepada C1 dan C2. 
Adapun wasiat yang secara harfiah ialah pesan, perintah, dan nasihat.
51
 
Sedangkan dalam Pasal 171 huruf f KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari 
pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal 
dunia. Sehingga dapat dipahami bahwa wasiat merupakan pesan tentang suatu 
kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. 
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Wasiat dapat berupa harta yang bernilai, barang yang bermanfaat, 
utang/piutang, ataupun hak kekuasaan (tanggung jawab). Objek yang diwasiatkan 
tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan pewasiat. Wasiat hanya 
akan dilaksanakan atau berlaku hanya dengan setelah pewasiat meninggal dunia. 
Wasiat pun dapat menjadi sengketa tanah apabila objek wasiatnya adalah 
tanah, misalnya A beragama islam, meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005. 
Sebelum A kawin dengan B, A memiliki Anak Luar Kawin Diakui (ALKD), sebagai 
hasil hubungan biologis dengan B, bernama X, yang telah berumur 25 Tahun pada 
saat A meninggal dunia. Pada perkawinan A dengan B memiliki anak salah yaitu, C 
berumur 22 tahun, D berumur 20 Tahun, dan E berumur 18 Tahun pada saat A 
meninggal dunia. Lima tahun sebelum A meninggal dunia, A telah membuat surat 
wasiat, yang isinya bahwa A memberikan sebuah rumah kepada D. Semasa hidupnya 
A menunjuk B istrinya sebagai pelaksana dari warisan A, termasuk pelaksana wasiat 
kepada D. Setelah X, C, D, dan E menikah dan mempunyai keluarga, B pun 
melaksanakan pembagian warisan dan melaksanakan wasiat yang ditinggalkan A. 
masing X, C, D, dan E mendapatkan sebidang tanah dengan kadar yang masing-
masing sama, dan D mendapatkan tambahan sebuah rumah sebagai wasiat dari A. 
Dikemudian hari D berniat akan menjuat rumah yang ia dapatkan dari wasit dari A. 
Setelah X, C, dan E mengetahui hal tersebut, mereka mendatangi D dengan itikad 
baik agar tidak menjual rumah yang menjadi peninggalan A bapak mereka, namun D 
tetap bersikukuh untuk menjual rumah tersebut. 
Sedangkan hibah berdasarkan Pasal 171 huruf g KHI merupakan pemberian 
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang 
masih hidup untuk  dimiliki. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang 
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tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan dan dapat ditarik kembali 
oleh orang tua si penerima hibah, dan hibah yang didapatkan pada saat pemberi hibab 
sakit  dan dalam keadaan sekarat harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris 
pemberi hibah, hal tersebut berdasarkan Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213 KHI. 
Hibah pun dapat menjadi objek sengketa tanah apabila objek hibah 
merupakan tanah, misalnya: A, B dan C adalah kakak beradik perempuan yang 
memiliki masing warisan dari kedua orang tuanya berupa tanah yang terletak di 
kampung halaman ayahnya. Setelah A, B, dan C menikah mereka tinggal terpisah dan 
jauh dari kampung halaman ayah mereka. Diantara A, B, dan C, B lah memiliki 
kehidupan yang lebih mapan dari kedua saudarinya, B memiliki beberapa tanah di 
berbagai tempat termasuk tanah warisan dari kedua orang tuanya serta tanah yang 
dibelinya dari seseorang yang terletak pula di kampung halaman ayahnya. Di 
kemudian hari B menghibahkan tanah yang dibelinya dari orang lain yang terletak di 
kampung halaman ayahnya tersebut kepada D yang merupakan saudara sepupu dari 
ayahnya, karena melihat saudaranya itu tidak memiliki kehidupan yang kurang layak 
dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Setelah A dan C mengetahui hal tersebut, 
mereka merasa iri kepada D yang menganggap tanah tersebut lebih layak diberikan 
kepada mereka yang merupakan saudarinya. Sehingga A dan C minta tanah tersebut 
untuk di kembalikan dan mengatakan tanah tersebut adalah tanah peninggalan orang 
tuanya tetapi D tidak bersedia mengembalikannya. Karena kesal, A dan C pun 
mengambil dengan paksa tanah tersebut dan mengancuk tanaman yang ada diatas 
tanah tersebut. D merasa dirugikan akibat perbuatan dari A dan C, sehingga D 
melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan Agama dengan tuduhan perbuatan 
melawan hukum terhadap tanah hibah yang didapatkannya. 
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Sedangkan wakaf, menurut bahasa adalah “al-habsu” yang berarti 
mewakafkan harta karena Allah. Menurut istilah syarak adalah menehan harta yang 
mungkin akan diambil manfaatnya tanpa mengahabiskan atau merusakkan bendanya 
(ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.
52
 
Wakaf pun dapat menjadi sengketa tanah apabila objek wakaf merupakan 
tanah, misalnya sengketa tanah yang terjadi antara Yayasan Hidayah dengan 
Muhammadiyah cabang Kota Makassar. Muhammadiyah cabang Makassar menerima 
surat ikrar wakaf dari bapak A, warga asal Makassar yang tinggal di Selayar. Dalam 
surat tersebut Bapak A mewakafkan tanah hak milik nomor 123 seluas 12.000 m2 di 
desa Adisana kepada Muhammadiyah cabang Makassar. Upaya pembagian sertifikasi 
pembagian tanah ternyata mengalami hambatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Makassar. Karena merasa dipersulit, pengurus Muhammadiyah Bapak D 
menyampaikan masalah tersebut kepada Bapak A. dalam sebuah pengajian akbar di 
Makassar pada tahun 2010 lalu, Bapak A memberikan seluruh tanah wakaf kepada 
Muhammadiyah cabang Makassar. Selang beberapa bulan berdirilah Pondok 
Pesantren Hidayah. Melalui rapat organisasi, ketua cabang Muhammadiyah, Bapak B, 
memberikan wewenang kepada Bapak C untuk mengelola Pondok tersebut. Pada 
perkembangan selanjutnya, pengurus Muhammadiyah menilai bahwa Bapak C telah 
melampau batas wewenang. Dia yang mendirikan Yayasan Hidayah mengklaim 
sebagai pemilik pesantren. Atas hal itu, Muhammadiyah mengirim surat peringatan. 
Namun, hingga tiga kali peringatan itu dilayangkan, Bapak C tidak juga 
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mengindahkan peringatan tersebut, bahkan ia kembali melaporkan kasus tersebut ke 
polisi. 
Sehingga dapat dipahami bahwa tiap-tiap peradilan memiliki kompetensinya 
masing-masing dalam penyelesaian sengketa tanah, yaitu kompetensi absolut 
Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa tanah terletak pada sengketa perdata 
dan pidana yang timbulkan oleh tanah yang mengakibatkan adanya perbautan 
melawan hukum dan wanprestasi, kompetensi absolut Peradilan Agama dalam 
penyelesaian sengketa tanah terletak pula pada sengketa perdata yang terkhusus pada 
orang-orang beragama Islam yang ditimbulkan oleh tanah, sedangkan kompetensi 
absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tanah terletak 
pada sengketa administratif antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan 
orang atau badan hukum perdata yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan Tata 
Usaha Negara berupa sertifikat atas tanah, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara 
berwenang membatalkan sertifikat hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. Tujuan diaturnya kompetensi absolut antara Peradilan Tata 
Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama agar terjadinya tumpang tindih 
antara badan-badan Peradilan.
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Dalam pasal 19 UUPA menyatakan bahwa sertifikat adalah sebagai alat 
pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang 
kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan bahwa dalam penerbitan 
sertifikat hak atas tanah mengalami cacat hukum administrasi maka sertifikat dapat 
dibatalkan oleh pengadilan dan kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut.  
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Cacat hukum administrasi maksudnya bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur/formal; bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; dan 
penyalahgunaan wewenang berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU 
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta bertentangan dengan 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) 
huruf (b) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila telah 
dalam mengeluarkan sertifikat tanah oleh BPN terdapat cacat administratif maka 
orang yang merasa dirugikan akibat cacat administratif pada sertifikat tersebut dapat 
mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan 
pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk dinyatakan batal atau tidak sah. 
 
C. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai 
Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Islam 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 50 UU 
Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa 
Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah menyelesaikan 
sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara pemerintah dan warga negara yang 
merasa dirugikan akibat perbuatan pemerintah, kompetensi absolut Peradilan Tata 
Usaha Negara tersebut serupa dengan salah satu badan peradilan dalam sejarah 
peradaban Islam ialah badan Peradilan Maẓālim yang memiliki kompetensi absolut 
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menyelesaikan sengketa akibat perbuatan ẓālim yang dilakukan oleh penguasa kepada 
rakyatnya. 
Pejabat yang bersifat kejam kepada rakyatnya merupakan pelanggaran 
kejahatan yang tidak ditentukan hukumannya oleh syari’āh.54 Sehingga dapat 
dipahami ketika penguasa atau pemerintah bersikap ẓālim atau merugikan kepada 
warganya maka untuk menindak atau menyelesaikan sengketa tersebut maka harus 
berpatokan terhadap peraturan yang telah dibuat oleh penguasa sendiri dengan 
memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik. 
Peraturan tersebut dapat berupa aturan materil atau formal. Aturan materil 
mengatur tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan 
aturan formal mengatur tentang tata cara pelaksanaan proses peradilan dalam 
penyelesaian sengketa. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 
aturan formal yang tidak ditentukan oleh syariat dan tidak bertentangan dengan 
syariat.  
Sehingga diperlukan adanya hukum yang mengatur kompetesi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan hukum 
di mana dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan hukumnya, maka perlu 
dilakukan ijtihad agar sampai pada pengetahuan hukumnya. Salah satunya yaitu 
maṣlahah mursalah.55 
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maṣlahah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syariat tidak 
mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan tersebut, serta tidak ada 
dalil yang mengakui dan membatalkan terhadap keadaan hukum tersebut.
56
 
Penggunaan maṣlahah mursalah dalam menetapkan hukum terhadap 
kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak diatur dalam syariat 
tetapi memberi manfaat dalam proses penyelesaian sengketa. Kompetensi absolut 
Peradilan Tata Usaha Negara mempermudah dalam penyelesaian sengketa Tata 
Usaha Negara karena terjadi pembagian kerja diantara badan peradilan dan hakim 
berdasarkan kemampuan pemahaman hukumnya sehingga dalam penyelesaian 
sengketa Tata Usaha Negara efektif dan efisien. 
Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keadaan 
hukum yang tidak ditentukan oleh syariat tetapi kemaslahatan yang diberikan dalam 
penyelenggaraan administrasi negara, maka kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha 
Negara ialah mubah.  
Salah satu sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa tanah. Peradilan Tata 
Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa tanah yang 
sertifikatnya mengalami cacat administratif dalam prosedur pembuatannya oleh 
pemerintah. 
Cacat administratif maksudnya ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara (BPN) mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB (sertifikat atas tanah yang 
tidak sesuai meteri, prosedur dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau melanggar AAUPB). 
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Berdasarkan hukum Islam tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
(BPN) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat atas tanah) 
yang tidak sesuai materi, prosedur dan wewenang sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar AAUPB tergolong sebagai 
perbuatan ẓālim. Ẓālim merupakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.57 
Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai materi, prosedur dan wewenang 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta melanggar AAUPB 
merupakan perbuatan ẓālim karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
seharusnya mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan materi, 
prosedur dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
serta melanggar AAUPB, tetapi tidak demikian. 
Perbuatan ẓālim merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah swt. 
sebagaimana firman-Nya dalam QS. asy-Syūrā/42: 40. 
 
... ( َينِمِلاَّظلا ُّبُِيُ لا ُوَّنِإ٤١) 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Dia tidak mencintai orang-orang ẓālim.58 
Dia tidak mencintai orang-orang zalim menunjukkan bahwa perbuatan 
zalim merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam kaidah uṡul fiqh yaitu ا  ا ى ف ل  ص لأ
م  ي ر  ح  ت  ل ل ى ه  ن  ل  yang berarti setiap larangan adalah haram59, pada kalimat tidak 
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mencintai menunjukkan bahwa Allah swt. melarang perbuatan ẓālim sehingga 
perbuatan ẓālim merupakan haram dimana jika dilakukan mendapatkan dosa. Ketika 
penguasa perbuatan ẓālim kepada rakyatnya maka penguasa tersebut telah berbuat 
haram dan mendapatkan dosa. 
Ketidaksukaan Allah swt. terhadap perbuatan ẓālim tercermin pula dalam 
Haditṣ riwayat al-Bukhārī nomor: 6452. 
 
 َس ُِّمأ ْنَع َةَمَلَس ُِّمأ ِتِْنب َبَن ْيَز ْنَع َةَوْرُع ْنَع ٍماَشِى ْنَع َناَيْفُس ْنَع ٍيِثَك ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح َةَمَل  ِّبَِّنلا ْنَع
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص  ْنِم ِوِت َّجُِبِ َنَْلَْأ َنوُكَي ْنَأ ْمُكَضْع َب َّلَعَلَو ََّلَِإ َنوُمِصَْتَتَ ْمُكَّنِإَو ٌرَشَب َاَنأ َا َّنَِّإ َلاَق
 َأ َا َّنَِّإَف ْذُخَْأي َلاَف اًئْيَش ِويِخَأ ِّقَح ْنِم ُوَل ُتْيَضَق ْنَمَف ُعَْسَْأ اَم ِوَْنَ ىَلَع ُوَل َيِضَْقأَو ٍضْع َب َل ُعَطْق ْنِم ًةَعْطِق ُو
 ِراَّنلا 
Artinya: 
 
(BUKHĀRĪ - 6452) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir 
dari Sufyan dari Hisyam dari Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah dari 
Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya 
hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku, siapa tahu 
sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat lidah dengan alasannya dari 
sebagian lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku dengar, maka 
barangsiapa kuputuskan menang dengan mendzalimi hak saudaranya, janganlah 
ia mengambilnya, sebab aku akan mengambil sulutan api neraka baginya.”60 
Pada hadiṣ tersebut tampak bahwa Allah swt. membenci atau melarang atau 
mengharamkan perbuatan ẓālim, terkhusus perbuatan ẓālim oleh penguasa kepada 
rakyat berdasarkan pada kalimat aku akan mengambil sulutan api neraka baginya. 
Dalam Islam, perbuatan ẓālim harus diindahkan terkhusus perbuatan ẓālim 
yang dilakukan oleh penguasa, salah satunya dengan mengajukan gugatan kepada 
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hakim atau badan peradilan untuk diselesaikan, dalam hal ini diajukan kepada badan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Allah swt. berfirman dalam QS. asy-Syūrā/42: 39. 
 
( َنوُرِصَتْن َي ْمُى ُيْغ َبْلا ُمُه َباَصَأ اَذِإ َنيِذَّلاَو٣٣) 
Terjemahnya: 
 
Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka 
saling membela.
61
 
Kata  َنوُرِصَتْن َي diambil dari kata صنر  yang berarti membantu.62 Pada ayat 
tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami perbuatan ẓālim oleh orang 
lain maka orang lain berdasarkan kewajiban moral dan norma (salah satunya norma 
agama) harus membela orang yang mengalami perbuatan ẓālim tersebut. Ayat ini 
mengajarkan mengenai keberanian bahwa ketika seseorang mengalami perbuatan 
ẓālim dapat membela diri (atau memaafkan) dan orang yang mengetahui perbuatan 
ẓālim tersebut berkewajiban moral dan norma untuk membela orang yang mengalami 
perbuatan ẓālim. Salah satu penerapan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari terkhusus 
dalam kehidupan bernegara dan hukum di Indonesia penerapan ayat tersebut salah 
satunya orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara (misalnya sertifikat atas tanah) oleh Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara (misalnya oleh BPN) karena terdapat cacat administratif 
(bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata 
Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Islam 
maka dapat disimpulkan ialah: 
1. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa 
tanah maksudnya ialah Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang 
dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tanah hanya apabila 
sertifikat atas tanah yang disengketakan mengalami cacat administratif. Cacat 
administratif atas tanah maksudnya ialah sertifikat atas tanah yang dikeluarkan 
oleh BPN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau 
AAUPB. Adapun kompetensi absolut Peradilan Umum bagian pidana dalam 
penyelesaian sengketa tanah ialah menyelesaikan sengketa tanah yang terkait 
dengan pasal-pasal KUHP, dan pada bagian perdata ialah menyelesaikan 
sengketa tanah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan 
wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan kompetensi absolut Peradilan Agama 
dalam sengketa tanah terletak pada sengketa tanah waris, wasiat, wakaf maupun 
hibah. 
2. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penyelesaian 
sengketa tanah telah sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan ijtihad 
sebagai metode menetapkan hukum berdasarkan dalil maṣlahah mursalah 
sebagai dalil yang diganakan untuk mentapakan hukum yang tidak ditetapkan 
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oleh syariat dengan melihat sisi manfaatnya, karena dengan adanya kompetensi 
absolut memberi manfaat dalam bidang administrasi di mana dalam penyelesaian 
sengketa lebih efektif dan efisien dengan terdapatnya pembagian kerja 
berdasarkan kompetensi atau kemampuan hakim atau badan peradilan. 
 
B. Implikasi 
Implikasi merupakan. Implikasi pada penelitian ini ialah:  
1. Diharapkan sosialisasi oleh praktisi maupun akademisi hukum mengenai 
kompetensi absolut badan peradilan, terkhusus Peradilan Tata Usaha Negara 
sehingga gugatan tidak diterima dapat diminimalisir. 
2. Diharapkan untuk setiap peneliti hukum khususnya beragama Islam agar 
mengawal pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia demi selarasnya 
hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya nilai-nilai 
Islam sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. 
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